
BUPATI LUWU TIMUR

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 50 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA

TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2)

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun
2O16 tentang Pembentulian dan Susunan Perangkat Daerah,
oerlu mem6entuk Peraturan Bupati tentang Susunan
brcanisasi. Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
SJaan Xe'pegawaian dan - Pengembangan Sumber Daya
Manusia KabuPaten Luwu Timur;

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO3 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 27,
faitUafran 

-kmbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor

427O1;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
pembeitukan Peraturan Perundang-undangan
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oll
ilo*ot 82, tamUafran tcmbaran Negara Republik
lndonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2O14 tentang APgrytur
Sipil NIgara ge-mbaran Negara Republik-Indonesia Tahun
Ztit+ tt-omor 6, Tambahan lrmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang

Pemeriitahan Daerah (tembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan kmbaran
f'l"J"t" Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

t"6n airrU-"ft beberapa kali terakhir dengan Undang-

ii"J""g Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perutahan Kedua

Atas tindang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerih (Irmbaran Negara Republik

indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang

Admini-strasi Pimerintahan (Irmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lcmbaran

Negara Republik Indonesia Nomqr 56O1);
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Peranglat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu fimur Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu
Timur Tahun 2O16 Nomor 8, Tambahan kmbaran
Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1O3)-

Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI,
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN LUWU TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan ra\rat daerah menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

".baglima.ra 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom'

4. Bupati ada1ah Bupati Luwu Timur.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur.

6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Luwu Timur'

T.Badan adalah Badan Kepeg awaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia KabuPaten Luwu Timur.

8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur'

g.SubbidangPengembangansumberDayaManusiadanKesejahteraan
Pegawai ying se-lanjutnya disingkat Subbidang Pengembangan SDM dan

xeiejahtiraan Pegawai adalah Subbidang Pengembangan Sumber Daya

Manusia dan Kesejahteraan Pegawai'

10. Kepala Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan

Kesejahteraan Pegawai yang selanjutnya disingkat Kepala- Subbidang

Penjembangat SOU dan Kesejahteraan Pegawai adalah . kepaia

SuU-Uiaang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan

Pegawai.

11. Tugas pokok adalah lkhtisar dari keseluruhan tugas jabatan'

12. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas pokok'

13. Rincian tugas adalah paparar atau bentangan atas semua-tugas jabatan

y".tg rn..r-,.-p^kan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan'
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BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

(1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
merupakan unsur penunjang \lrusan pemerintahan di bidang
kepegawaian yang menjadi kewenangan Daerah;

(2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (f), dipimpin oleh Kepala
Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
mela,lui Sekretaris Daerah.

BAB IV

TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN RINCIAN TUGAS

Bagran Kesatu

Kepala Badan

Pasal 4

(1)

(2) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana
yat (1) menyelenggarakan fungsi :

3

dimaksud pada a

(1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia terdiri atas :

a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, terdiri atas :

1. Subbagian Perencanaan dan Kepegawaian; dan
2. Subbagian Umum dan Keuangan.

c. Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan Kepegawaian,
terdiri atas :

1. Subbidang Perencanaan dan Pembinaal Pegawai;
2. Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan

Kesejahteraan Pegawai; dan
3. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Prajabatan.

d. Bidang Mutasi dan Data Kepegawaian, terdiri atas:
1. Subbidang Mutasi Jabatan;
2. Subbidang Mutasi Kepangkatan dan Pensiun; dan
3. Subbidang Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian.

e. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Susunal organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia sebagaimala dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (ll huruf a
mempun5ra.i tugas pokok membantu Bupati dalam memimpin dan
melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian yang menjadi
kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan keplda
Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundarrg_
undangan.



a. perumusan pelaksanaan kebijakan pelakasanaan, monitoring,
evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, evaluasi dan
pengembangan kepegawaian ;

b. perumusan pelaksanaan kebijakan pelakasanaan, monitoring'
evaluasi dalr pelaporan di bidang mutasi dan data pegawai;

c. perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan
kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi;

d. pelaksanaan administrasi Badan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas
dal fungsinya.

(3) Kepala Badan dalam melaksanal<an tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. menyuiun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan,
menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan serta

-.n1'r-r"rn Rencana Strategis Badan sesuai dengan visi dan misi
Daerah;

b. merumuskan program kerja sesuai Rencana Strategis (Renstra)

Badan;

c. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup
Badan;

d. membina Sekretaris dan para Kepala Bidang dalam melaksanakan
tugasnya;

e. mengarahkan pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan

"."rrii 
...t..t a, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Badan;

f menyelia pelaksalaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai

rencana, tipat waktu, berkualitas dalam lingkup Badan;

memecahkan masalah dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi

agar senantiasa berjalan oPtimal;

mengevaiuasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa

"."r.i d..rgr.., rencana dan target yang ditetapkan;

menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program'

t<egiatan,Iieuangan, u-um, perlengkapan dan kepegawaian dalam

lingkungan Badan;

menyelenggarakan kebijakan teknis di bidang perencanaan' evaluasi

J..r'p..rg?-bangan kepegawaian serta bidang mutasi dan data

kepegawaian;

menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum di bidang

t.p.g.rr.[.t dan pengembanga" :Y"P"t daya manusia

L..ai"u.tt m kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah;

menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian'

i.-t.g" frmerintah non kementerian, dan lembaga lainnya dalam

rangki penyelenggaraan urusan bidang kepegawaian dan

pengembangan sumber daya manusia;

menilai hasil kerja aparatrrr sipil negara dalam lingkungan Badan;

menyelenggarakan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Badan;

menJrusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Badan dan

memberikan saran pertimtangan kepada atasan sebagai bahan

perumusan kebijakan; dan

c.

h

I

J

k

I

m

n.
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(1)

(21

(3)

p. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan
baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b
dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin dan
melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan
koordinasi pelaksanaan subbagian perencanaan dan kepegawaian,
umum dan keuangan serta memberikan pelayanan administrasi dan
fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Badan berdasarkan
ketentual peraturan perundang-undangan.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
,. p..,r-rr"rn kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan,

monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan
dan kepegawaian;

b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan,
monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang umum dan

keuangan; dan

c. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya'

Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. merencana-kan operasional kegiatal tahunan sebagai pedomal
pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang
merata;

c. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perLrm\rsan kebijakan,
operasionalisasi dan pelaporannya;

d. menyelia pelaksanaan tugas pokok orgalisasi agar berjalan sesuai
rencana, tipat waktu, berkualitas dalam lingkup Sekretariat;

e. mengatur pelaksanaal tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai

,.t.r-.r., tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Sekretariat;

f. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan dalam lingkup Sekretariat;

g. melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang serta menyiapkan
bahan penl'usunan Prograrn Badan;

h. melaksanakan koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan
teknis di lingkungan Badan;

i.meiaksanakankoordinasipelaksanaankegiatandalamlingkungan
Badansehinggaterw.ujudkoordinasi,sinkronisasidanintegrasi
pelaksanaan kegiatan;

j. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian

dan evaluasi pen)'usunan laporan akuntabilitas kinerja Badan;

k. melaksanakan dan mengoordinasikan pengolahan dan penyajian

data dan informasi;

1. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan ketatausahaan;
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m. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi umum
dan aparatur;

n.melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan adminintrasi
keuangan dan aset;

o. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksannaar pembilaan
organisasi dan tatalaksana dalam lingkungan Badan;

p. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan urLISan rumah
tangga Badan;

q. melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan kehumasan dan
protokoler;

r. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaal,
pemeliharaan dan penghapusan barang;

s. men)'usun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan; dan

t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
baik lisan maLrpun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas'

Pasal 6

(1) Subbagian Perencanaan dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud
dalam-Pasal2ayat(1)hurufbangkaldipimpinolehseorangKepala
Subbagianmempunyaitugaspokokmemimpindanmeiaksanakan
pengumpulan bahan dan mengeiola penJrusunan per€ncanaan'
pe"!"3iatt data dan pen)rusunan laporan kinerja mengelola administrasi
L"plgt*ri"., berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan'

(21 Kepala Subbagian Perencanaan dan Kepegawaian dalam melaksanakan
tu[as pokok s=ebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan

fungsi :

a. je.ryiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang
perencanaan dan kePegawaian;

b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang perencanaan

dan kePegawaian;

c. pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang

perencanaan dan kePegawaian; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinYa.

(3) Kepala Subbagian Perencanaan dan Kepegawaian dalam meiaksanakan

tu[as pokok Jebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan

fungsi :

a. irerencanakan kegiatan dan jadwal operasional tahunan serta

penganggaran Badan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b.membagitugaskepadabawahanagarterciptadistribusitugasyang
merata;

c. menyelia pelaksanaan tugas pokok -organisasi 
agar.berjalan sesuai

rencana, tepat waktu, berlualitas dalam lingkup Subbagian;

d. memeriksa hasil pelaksanaan tr-rgas pokok organisa si 181. berjalan

sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;

e. mengevaluasi hasil pelaksanaan -tugas 
pokoi< organisasi agat

berjatan sesuai rencana, tepat waktu' berkualitas dalam lingkup

Subbagian;
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f. mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan pen5rusunan
perencanaan program kegiatan dan anggaran;

g. mengoordinasikan dan menyiapkan bahan pen5rusunan data dan
informasi statistik kepegawaian dan pengembangan sumber daya
manusia;

h. menyiapkan dan mengoordinasikan bahan penyusun€rn laporan
akuntabilitas kinerja Badan;

i. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan men5rusun rancangan
rencana strategis;

j. menyiapkan bahan dan rnen)rusun pengusulan rencana anggarar"I
pendapatan Badan;

k. menyiapkan bahan dan menJrusun dokumen pelaksanaan kegiatan
dan anggaran;

1. menyiapkan bahan atau data untuk perhitungan anggaran dan
perubahan a nggaran;

m. menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan
kegiatan Badan;

n. mengelola dan melakukan pengembangan sistem penyajian data
berbasis teknologi informasi;

o. menyiapkan bahan, mengelola dan menghimpun daftar hadir
pegawai;

p. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi surat tugas dan
perjalanan dinas pegawai ;

q. menyiapkal bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan
organisasi dan tata laksana;

r. menyiapkan bahan dan men1rusun rencana formasi, informasi
jabatan, dan bezetting pegawai;

s. menyiapkan bahan darr mengelola administrasi aparatur meliputi :

1. usul kenaikan pangkat;
2. perpindahan;
3. pensiun;
4. penilaian peiaksanaan pekerjaal;
5. kenaikan gaji berkala;
6. cuti;
7. ijin;
8. masa kerja;
9. peralihan status; dan
10. layanan administrasi kepegawaian lainnya.

t. menyiapkan bahan usulan pemberian tanda penghargaan dan tanda
jasa pegawai negeri sipil;

u. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan
kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipii;
mengembangkan penerapan sistem

informasi;
informasi aparatur berbasis

w.menghimpun dan mensosialisasikan
undangan di bidang perencanaan dan
berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan;

peraturan
kepegawaian

perundang-
serta yang

menyiapkan bahan dan mengoordinasikan administrasi penyusunan
produk hukum di lingkungan Badan;
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(1)

(2)

(3)

y. men5rusun laporal hasil pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan
dan Kepegawaian, dan memberikan saran pertimbangan kepada
atasan sebagai bahan perumusan kebljakan; dan

z. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 7

Subbagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) huruf b angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian
mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan urusan
ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan
penghapusan barang, urusan rumah tangga serta menghimpun bahan
dan mengelola administrasi keuangan meliputi pen)'usunan anggaran,
penggunaan, pembukuan, pertanggungiawaban dan pelaporan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Subbagian Umum dan Keuangan dalam melaksanakan tugas
pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan
keuangan;

b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang umum dan
keuangan;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang umum dan
keuangan; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Kepala Subbagian Umum dan Keuangan dalam melaksanakan tugas
po_kok sebagaimana dimaksud pada ayat (l) mempunyai rincian tu[assebagai berikut :

a. merencanakan kegiatan dan jadwal operasional tahunan sertapenganggaran Badan sebagai pedoman p.iuk"araa., td;"-^. "
t 

fi:If," 
tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang

c. menyejia pelaksa

.;**;":;*,Tffi X::f ::,ff 5:::Hiffi tLt-3;*ffi ,.,,u,

".",.,"i...,i",,1]1.H,*:x1i:t.:iffi ,,,,".TL.T*#l_sr.mr

,$*'*::tT**':""*.:::**-*'*:1t".,*:r1".:-.1H.i;.,HT

" ;*ifl"Tflffi",j :H ;ru#: :xH " 
r.? i:r;.., ".*"

h. mempersiapkan h-r^,_ 
u - *'l'<rr r naskah dinas dan pengeroraan

_ kehumaJaliffi -5i5f;ffffiT rapat dinas, upacara bendera,' ,H;E;1"'t sarara dan prasarara serla merakukan urusan rumall' ffi::?J,*ltlil":x1,,[fff5.i.f,"f;,,n,.uu,, 
ke bersihan dan
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k. menyiapkan bahan dan men1rusun rencana kebutuhan,
pemeliharaan dan penghapusan barang, daftar inventarisasi barang
serta men5rusun laporan barang inventaris;

i. menyiapkan bahan dan menlrusun administrasi pengadaan,
pendistribusian, dan pemeliharaan inventarisasi dan penghapusan
barang;

m. melakukan verihkasi kelengkapan administrasi permintaan
pembayaran;

n. meneliti kelengkapan uang persediaan, ganti uang, tambahan uang,
pembayaran gaji, tunjangan, dan penghasilan lainnya untuk menjadi
bahan proses lebih lanjut;

o. mengoordinasikan dan meny'usun kerja sama anggaran;

p. mengelola pembayaran gaji dan tunjangan pegawai;

q. melakukan veriltkasi harian atas penerimaan keuangan serta
verilikasi pertanggungiawaban keuangan;

r. melakukan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan;

s. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;

t. menl,'usun realisasi perhitungan anggaran;

u. mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan;

v. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dal menindaklanjuti
laporan hasil pemeriksaaan ;

w. melakukan penataan, pengelolaan, pemanfaatan dan penghapusan
aset;

x. men)rusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan
Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan
sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

y. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
baik lisan manrpun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga

Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan Kepegawaian

Pasa-l 8

Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan Kepegawaian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (11 huruf c dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok memimpin dan
melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan
atas penyelenggaraan urusan Pemerintahal Daerah, membina,
mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang
perencanaan, evaluasi dan pengembangan kepegawaian berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan Kepegawaian
dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungal, pembinaan,
monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan
dan pembinaan pegawai;

b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan,
monitoring dan evaluasi pelaksalaan tugas di bidang pengembangan
sumber daya manusia dan kesejahteraan pegawai;

(1)

{21
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(3)

c. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan,
monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pendidikan
dan pelatihan teknis dan prajabatan; dan

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Kepaia Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan Kepegawaian
dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang
merata;

c. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan,
operasionalisasi dan pelaporannya;

d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;

e. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;

f. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan dalam lingkup Bidang;

g. melaksanakan perumusan pen1rusunan kebijakan bidang di bidang
perencanaan dan pembinaan pegawai, bidang pengembangan SDM
dan kesejahteraan pegawai serta bidang pendidikan dan pelatihan
teknis dan prajabatan;

h. melaksanakan koordinasi perencanaan teknis di bidang
perencanaan, evaluasi dan pengembangan kepegawaian;

i. melaksanakan pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan pegawai
peme rintah dengan perjanjian keI-ja;

j. meny,usun rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan Pegawai
Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;

k. melaksanakan kegiatan pe nyelenggaraan fasilitasi pendidikan dan
pelatihan;

l. menyr-rsun laporan hasil pelaksanaan tugas perencanaan, evaluasi
dan pengembangan kepegawaian dan memberikan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan
kebijakan; dan

m. melaksana-kan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik
lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 9

Subbidang Perencanaan dan Pembinaan Pegawai sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (l) huruf c angka 1 dipimpin oleh seorang
Kepala Subbidang, mempunyai tugas pokok memimpin dan
melalsanakan penyiapan bahan penJrusunan kebijakan teknis,
membina, mengoordinasikan dan melaksanakan Program dan kegiatan
di Subbidang perencanaan dan pembinaan pegawai berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Subbidang Perencanaan dan Pembinaan Pegawai dalam melaksanakan
tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan
fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang
perencanaan dan pembinaan pegawai;

(2)
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b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang perencanaan
dan pembinaan pegawai;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengolahan
perencanaan dan pembinaan pegawai; dan

d. pelaksalaan tugas lain yarg diberikan oleh atasal sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

(3) Subbidang Perencanaan dan Pembinaan Pegawai dalam melaksanakan
tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian
tugas sebagai berikut :

a. merencanakan kegiatan perencanaan dan pembinaan pegawai
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang
merata;

c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;

d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan
sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;

e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar
berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup
Subbidang;

f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis di
bidang perencanaan dan pembinaal pegawai;

g. menginventarisir permasalahar yang berhubungan dengan
perencanaan dan pembinaan pegawai serta menyiapkan bahan
petunjuk pemecahan masalah;

h. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait perencanaan
dan pembinaan pegawai;

i. menyusun rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan Pegawai
Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;

j. menyiapkan bahan peny'usunan pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan
pegawai pemerintah dengan perjanjian kef a;

k. men)rusun konsep pelaporan pengadaan pegawai Negeri Sipil dan
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;

l. merencanakan dan melaksanakan evaluasi dan pernbinaan aparatur;
m. melakukan evaluasi tingkat kehadiran aparatur;
n. mengkaji darr mengevaluasi penjatuhan hukuman disiplin aparatur;
o. menyusun laporan_hasil pelalsanaan tugas Subbidang perencanaan

dan pembinaan pegawai dan membeik.., 
"".., ;.,;;;;*""kepada atasan sebagii bahan perumr-,"", k.bi.j"k".r; drl-- ----*''

n. 39f at<utan tugas kedinasan.. lain yang diperintahkan oleh atasanbaik lisan maupun tertutis "."r.T u;aang G";;;- ii,rtmendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
Pasai 1O

(1) subbidang pengembangan sDM dan Kesejahteraan pegawaisebagaimap. dimaksud a,--, n"J-z 
"vTrrr rr"."r. ilG, aipffpi,;ttr1ffi-".ffi'rilllli"r-;s##,* tuc ;E; --.-#tlo,.

membina, -""!o".aio"ird;";;;g;##H"*1, ffi .E*
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di Subbidang pengembangan SDM dan kesejahteraan pegawai
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kepala Subbidang Pengembangan SDM dan Kesejahteraan Pegawai
dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menyelenggara ka n fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang
pengembangan SDM dan kesejahteraan pegawai;

b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang
pengembangan SDM dan kesejahteraan pegawai;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan SDM
dan kesejahteraan Pegawai; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinYa.

(3) Kepala Subbidang Pengembangan SDM dan Kesejahteraan Pegawai
dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. merencanakan kegiatan pengembangan SDM dan kesejahteraan
pegawai sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang
merata;

c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;

d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan
sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;

e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar

berja-lansesuairencana,tepatwaktu,berkualitasdalamlingkup
Subbidang;

f.menyiapkanbahanperumusanpenJrusunankebijakanteknisdi
bidang pengembangan SDM dan kesejahteraan pegawai;

g. menginve ntarisir permasalahan yang berhubungan dengan
" penglmbangan SDM dan kesejahteraan pegawai serta menyiapkan

bahan Petunjuk Pemecahan masalah;

h.melakukankoordinasidenganunitkerjaterkaitpenyelenggaraan
program dan kegiatan di bidang pengembangan sumber daya

manusia dan kesejahteraan pegawai;

i. melakukan fasilitasi tugas belajar dan izin belajar aparatur;

j. memverifikasi dokumen dan memproses usulan tugas belajar dan

izin belaj ar aparatur;

k. menlmsun daftar kebutuhan pendidikan dan pelatihan

penjenjangan;

l. menginventarisasi data calon peserta pendidikan dan pelatihan

penjenjangan;

m. menyiapkan bahan penJrusunan pengusulan peserta pendidikan dan

pelat-ihan Penjenjangan;

n.memveriltkasidokumendanmemprosesusulancutiaparatur;
o. mengelola dokumen kartu pegawai, kartu suami/istri pegawai dan

kenaikan gaji berkala;



p. menF-rsun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbidalg
Pengembaagan SDM dan Kesejahteraan Pegawai serta memberikan
saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan
kebijakan; dan

q. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas '

Pasal 11

(1) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Prajabatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 3 dipimpin
oleh seorang Kepala Subbidang, mempunyai tugas pokok memimpin
dan melaksanakan penyiapan bahan pen1rusunan kebijakan teknis,
membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan
di Subbidang pendidikan dan pelatihan teknis dan prajabatan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2\ Kepala Subbidang Pendidikan dan Pelalihan Teknis dan Prajabatan
daiam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan
dan pelatihan teknis dan prajabatan;

b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pendidikan
dan pelatihan teknis dan prajabatan;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan
pelatihan teknis dan prajabatan; dan

d. pelaksalaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinYa.

(3) Kepala Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Prajabatan
daL,am melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. merencanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis dan
prajabatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang
merata;

c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesr-rai

rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;

d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar be{alart
sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;

e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar
berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup
Subbidang;

f. menyiapkan bahan perumusan penJrusunan kebijakan teknis di
bidang pendidikan dan pelatihan teknis dan prajabatan;

g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan- pendidikan dan pelatihan teknis dan prajabatan serta rnenyiapkan
bahan petunjuk Pemecahan masalah;

h. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait penyelenggaraan
program dan kegiatan di bidang pendidikan dan pelatihan teknis dan
prajabatan;

i. menyusun daftar kebutuhan pendidikan dan pelatihan teknis dan
fungsional;
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j. menginventarisir data calon peserta pendidikan dan pelatihan teknis
dan fungsional;

k. menyiapkan bahan penyusunan pengusulan peserta pendidikan dan
pelatihan teknis dan fungsional serta pendidikan dan peiatihan
prajabatan;

1. mengoordinasikan dan keda sama pelaksanaan pendidikan dan
pelatihan teknis dan fungsional;

m. meiakukan kegiatan dan men)rusun laporan pendidikan dan
pelatihan prajabatan;

n. menlrusu.n laporan hasil pelaksanaan tugas Subbidang Pendidikan
dan Pelatihan Teknis dan Prajabatan serta memberikan
saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan
kebijalan; dan

o. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
baik lisan (raupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian KeemPat

Bidang Mutasi dan Data Kepegawaian

Pasal 12

(1)

(2\

Bidang Mutasi dan Data Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Bidang,
mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan perumusan
kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan
pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan
program dan kegiatan di bidang mutasi dan data kepegawaian

terdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan'

Kepala Bidang Mutasi dan Data Kepegawaian dalam melaksanakan
tuias pokok Jebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan

kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan,
dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang mutasi

fungsi :

a. perumusan
monitoring
jabatan;

b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan'

monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan

mutasi kePangkatan dan Pensiun;

c. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan'

monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengolahan

data dan informasi kepegawaian; dan

d. pelaksanaan tuBas kedinasan lain sesuai bidang trrgasnya'

(3)KepalaBidangMutasidarrDataKepegawaiandalammelaksanakan
tugas pokok s-ebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian
tugas sebagai berikut :

". 
--a."ra^a"kan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;

b.membagitugaskepadabawahanagarterciptadistribusitugasyang
merata;

c.memberipetunjukkepadabawahanterkaitperllmusankebijakan,
operasionalisasi dan peiaporannya;
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d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;

e. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;

f. mengoordinasikal dal mengevaluasi pelaksanaan program dal
kegiatan dalam lingkup Bidaag;

g. melaksanakan perumusan penlrusunan kebijakan di bidang mutasi
jabatan, bidang mutasi kepangkatan darr pensiun serta bidang
pengolahan data dan informasi kepegawaian;

h. melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang mutasi
dan data kepegawaian;

i. melaksanakan koordinasi perencanaal teknis di bidang mutasi dan
data kepegawaian;

j. melaksanakan pemeriksaan dan meneliti kelengkapan proses
pengangkatan;

k. melaksanakan pengelolaan berkas pengangkatan dan kepangkatan;

l. melaksanakan mutasi dan pengelolaan pengajuan pensiun;

m. mengevaluasi sistem informasi kepegawaian;

n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Mutasi dan Data
Kepegawaian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan
sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik
lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk
mendukung kelancaran pelaksanaal tugas.

Pasal 13

subbidang Mutasi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 avat(1) huruf d angka 1 dipimpin oleh seorang Kepaia Subbidang,
mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapa-n
bahan pen5,rrsunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan ian
melaksanakan program dan kegiatan di Subbidang mutasi jabatan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang_undangin.
Kepala Subbidang Mutasi Jabatan dalam melaksanakan tugas pokok
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsl :a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidLg mutasijabatan;

b. pemberian
jabatan;

dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang mutasi

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang mutasi jabatan; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Kepala Subbidang Mutasi Jabatan dalam melaksanakan tugas pokok
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian t"gl" 

"iU"g;iberikut :

a. merencanal<an kegiatan mutasi jabatan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang
merata;

(1)

(2t

(3)
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(1)

(21

c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;

d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan
sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;

e. mengevaluasi hasil pelaksalaan tugas pokok organisasi agar
berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup
Subbidang;

f. merumuskan kebijakan mutasi dan promosi serta pengembangan
kompetensi jabatan;

g. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait penyelenggaraal
program dan kegiatan di bidang mutasi jabatan;

h. melakukan pengelolaan sasaran kine{a pegawai bagi pejabat yang
kewenangan penilaian pada Sekretaris Daerah, Wakil Bupati dan
Bupati;

i. menyiapkan bahan penJrusunan pengusulan konsultasi
pengangkatan dan pemberhenlian Jabatan Pimpinal Tinggi Pratama;

j. menyiapkan dan memverifikasi dokumen mutasi dan promosi;

k. memfasilitasi dan melaksanakan penyelenggaraan proses mutasi dan
promosi;

1. menyiapkan bahan pen)'usunan pengembangan kompetensi jabatan;

m. menyusun rencarra pelaksanaan seleksi jabatan;

n. mengoordinasikan dan menyiapkan bahan penlrusunan pelaksanaan
seleksi jabatan;

o. men)rusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbidang Mutasi
Jabatan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan
sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

p. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tuS,asnya untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 14

Subbidang Mutasi Kepangkatan dan Pensiun sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (ll huruf d angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala
Subbidang, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan
penyiapan bahan pen5rusunan kebijakan teknis, membina,
mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di
Subbidang mutasi kepangkatan dan pensiun berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Kepala Subbidang Mutasi Kepangkatan dan Pensiun dalam
melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menyelenggaraka n fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang mutasi
kepangkatan dan pensiun;

b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang mutasi
kepangkatan dan pensiun;

c. pembinaal dan pelaksanaan tugas dibidalg mutasi kepangkatan
dan pensiun; dan

d. peiaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinYa.
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(3) Kepala Subbidang Mutasi Kepangkatan dan Pensiun dalam
melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. merencanakan kegiatan mutasi kepangkatan dan pensiun sebagai
pedoman peiaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang
merata;

c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar bery'alan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;

d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan
sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;

e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar
berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup
Subbidang;

f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan di bidang
mutasi kePangkatan dan Pensiun;

g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan mutasi
kepangkatan dan pensiun serta menyiapkan bahan petunjuk
pemecahan masalah;

h. melakukan koordinasi dengan unit keda terkait penyelenggaraan
program dan kegiatan di bidang mutasi kepangkatan dan pensiun;

i. melakukan pen,'usunan daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil yang
akan naik pangkat dan Pensiun;

j. menyiapkan bahan penetapan bebas trrgas dan proses peneta'pan

keputusan Pensiun;

k. melakukan peninjauan masa kerja bagi Pegawai Negeri Sipil;

1. membuat daftar penjagaan kenaikan pangkat dan nominatif pensiun
Pegawai Negeri SiPil;

m. memverilikasi berkas usulan kenaikan pangkat, draft keputusan
kenaikan pangkat, dokumen usulan pensiun Pegawai Negeri Sipil
serta dokumen usulal tabungan pensiun Pegawai Negeri Sipil;

n. menyiapkan bahan pen1rusunan pengusulan berkas kenaikan
pangkat;

o. menyusun laporan hasil pelaksanaa-n tugas Subbidang Mutasi
Kepangkatan dan Pensiun dan memberikan saran pertimbangan
kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

p.melakukantugaskedinasanlainyangdiperintahkanolehatasan
baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas '

Pasal 15

(1) Subbidang Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (i) huruf d angka 3 dipimpin oleh seorang

Kepaia Subbidang, mempunyai tugas pokok memimpin dan

melaksanakan p..ryl.p.tt bahan penyusunan kebijakan teknis'
membina, mengoordinaiikan dan melaksanakan program dan kegiatan

diSubbidangpengolahandatadaninformasikepegawaianberdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan'

(2lKepalaSubbidangPengolahanDatadanlnformasiKepegawaiandalam
meiaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menyelenggarakal fungsi :
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a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengolahan
data dan informasi kepegawaian;

b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pengolahan
data dan informasi kepegawaian;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidalg pengolahan data dan
informasi kepegawaian; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinYa.

(3) Kepala Subbidang Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian dalam
melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. merencanakan kegiatan pengolahan data dan informasi kepegawaian
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang
merata;

c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbidang;

d. memeriksa hasil pelalsanaan tugas pokok organisasi agar berjalan
sesuai rencana, tepat waktu, berkua-litas dalam lingkup Subbidang;

e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar
berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup
Subbidang;

f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis di
bidang pengolahan data dan informasi kepegawaian;

g. menginventarisir permasalahart yang berhubungan dengan
pengolahan data dan informasi kepegawaian serta menyiapkan
bahan petunjuk pemecahan masalah;

h. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait penyelenggaraan
program dan kegiatan di bidang pengolahan data dan informasi
kepegawaian;

i. melakukan penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai
Negeri Sipil;

j. melakukan penyusunan struktur organisasi;

k. melakukan pemutahkiran dan pendokumentasian data kepegawaian;

l. merencanakan pengembangan sistem informasi kepegawaian serta;

m. mengelola sistem informasi kepegawaian;

n. menyusun data kepegawaian;

o. melakukan hasil evaluasi sistem informasi kepegawaian;

p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbidang Pengolahan
Data dan Informasi Kepegawaian dan memberikan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusall
kebijakan dan;

q. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas'
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BAB V

TATA KERJA

Pasal 16

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan wajib dan taat
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(21 Kepala Badan mengembangkan koordinasi dan ke{a sama dengan
Perangkat Daerah danf atau instansi pemerintah/ swasta terkait, dalam
rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas
dan fungsi Badan.

Pasal 17

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepaia Subbagian, Kepala

Sutbidang, Pejabat Fungsional dan pegawai dalam lingkungan Badan wajib
melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama,

integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas
dan efisiensi.

Pasal 18

(1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala

Sutbidang, Pejabat Fungsional dalam lingkungan Badan wajib
memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan
petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan
masing-masing.

(2\KepalaBadan,sekretaris,KepalaBidang,KepalaSubbagian,Kepala
sutbidang, pejabat Fungsional dalam lingkungan Badan mengikuti dan

mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala

sutbidang, pejabat Fungsional dalam lingkungan Badan mengawasi dan

mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta

menlambil langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya

p..r/i*p..rg.n dan/atau indikasi penyimpangan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 2O

(1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian' Kepala

Sutbidang, Pejabat Fungsional dalam lingkungan Badan wajib

*".ry"*p^ik"., irpo.".t dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan

masing-masing iesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(21 Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)'

menindaktanjuti dan -.njrdik,.., laporan yang diterima. sebagai bahan

pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing'
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BAII VI

KE"TENTUAN PENUTUP

Pasal 2 1

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Timur
Nomor 36 Tahun 2OO8 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan
Struktural pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2oo8
Nomor 36), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengar penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwr:
Timur.

Ditetapkan di Malili

pada tanggal 7 November 2016

BUPATI LUWU TIMUR,

. THORIG SLER

Diundangkan di Malili

pada tanggal 7 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

----

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2O16 NOMOR : 50

TELAH DIPERIKSAdrp
I\-SEKDA

ASISTEN

|G3AG. gr7.,sae t\<x1cAa,^sala-

* | r<1k11^Vk*'.^KqSUBAG. \2(al^

zr-I'IIII
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